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ABSTHAK

Keterpurckan dunia usaha yang disebabkan cleh knsis ckanomi vang melanda Indonesia pada tabun 1997
telaly membul Indenesia mult berbenah dici. Hal ini serlibal dan welah mulai diterapkannya prinsip Tata Keloba |
Perusabiin yang Dtk (Good Corporate Governcence) di semua sestar usaha, rermasuk sektor perbankan. PT. Bank
Pembangunan Dagrsh Sumaters Barat yang merupakan bagian dzii selior peibankan rasional juza selah mulai
meneripkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada semua tingkar oreanisasi peruszhagnnya (termasuk pads
zanor cabang Bank), Pade Kanter Cabang Bank, pelaksarazn prinsip Tatz Kelols Perusahaan yang Baik dipimpin
cleh pemimpin Kanlor Cabang Bank sehagai senrang Pejabal Ekselootil Bank, Tugas dan tanggung jawnb Pemimpin
Kamor Cabang yang berkensan dengzn kal ini dister secarz khusus melzlol 5K Direksi, dan meropakan |
perpijangins ogis dan tanggung jawab dari Direks?, Berdasarkan judul £i atas, maka vang dibabas dalam skrpsi ini
adalah bemuk penerapan prinsip Cood Corporate Govertiasce pada Bank Pembangunan Dagrah Surnatera Barat
Cabang Lubuk Sikaping serla tugas dan tzrggung jewah Pemimpin Kantor Cebang Bank sebag Pejaba Bksekutif
dalam menerapkan prinsip Cood Corporme Governauee, Metode Penelitian bersifai deskriptif dengin pendekatan
masalah secars yaridis sosielogs dimana menggunakan dus sember data yaita data primer dan dasa sekunder. 'J'._v:{_nfl.;
Fengumpuian data vang digunikan adalah adalah swdi dokomen dengan melakukar wawanearn secari lerstrukiur
Data yang diperoleh dialah dengan menpgunakan teknik edving. kemudion dianalise denpidn mengpunakan metode
kualitatif. Dard hasil penelitian dapat diketabu bahwa pelaksanman prinsip Cood Comporate Govermance pada Bank
Magari Cabang Lubuk Sikaping tefh diterapkan sceasa interen dan cksteren sera tugas dan langaung jawab
Pepimpin Kanter Cabang Bank yang bethubunean dengan ini diater melalus kebijakan intern Bank dengsn tetap
betpedoman pada Peraturan Bavk ladonesia Noo 54PBL2000 Tentang Pelaksanazan Geod Corporase Gearimee
Bagi Bank Umum.
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BAH I
PENDAHULUAN

A. lLatar Belakang

Hamper dh sehuruh negany, o tentamp Tata Kelola Perusahazn vang Baik (Good
Clorporate Governoance) menjadi isu penting, baik dalam dunia pemenintahan | maupun
dunsa ustha, Mamun hal yang membedakannya pada masing-masing bidang tersebut
adalah perkembangan, sosialisasi. pencrapan maupun pengawasan pelaksanaannya.

Dalam dunmia wsaha, pemikiran tentang prinsip Good Comporale Governance
frCC7) telah diawali sejak 200 tahun yang lalu ketika Alacksions menggambarkan
korporasi sehagai Litle Republic! Dengan analogi i, memberikan makna bahwa suatu
perusahaan harus dikelola scbagaimana suatu republik Denpan demikian, unsur
pengelofaan perusabaan harus diselenggarakan melalui fndakandindakan  seperti
berikut® Pertama, harus adamya pemilihan dewan direksi (Board of director) oleh
pemepang saham melaloi pemberian suara yang merepakan hak dasar bam pemepgang
saham, Kedvo, adanva orpan lemslatl pemsabaan (hooed aof director) yang memnpakan
sentral kewenangan manajerial, Kewenangan perusahaan berada pada board of director.
Dan kefiga, harus adanya birokms perusahaan yang terdini dani Aoard of director dan
eksekunf pelaksana sehan-han manajemen perusahaan fday fo day management),

Dan konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa fjuan  pencrapan prinsip fata

kelola perusabaan yang bak (Good Corporate Governanee) adalah membedakan

fungsi, kewenangan serta kepentingan semua pihak ( stakesolder) vang ada dalam suam

' Mvoman Tjager, “Corperare Governance datam Pasar Modal”, Newslerer Mo, 37 Jumi 1999, 1
[. datam M. Irsan MNosarudin dan Indra Surya “Aspek Satum Pasar Moded fndoresia™, Jakana: Kencans
Premsda Media Group, 2007, b 97.
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perusghagn, bak pihak pemepang sabam, pengawas, pelaksana sehao-han togas
perusahaan dan masyarakat huas,

Kemsep diatas mulai diterapkan di beberapa nepara i dumia, termasuk di
Indonesia. Khusus di Indonesia, konsep ini diterapkan setelah terjadinya krisis ekonomi
pada tahan 19497,

Salal satw sektor vang mulai menerapkan prinsip Good Corporate Governance
pasca krists ini adalab sektor perbankan, Hal imi dikarenakan situasi eksternal dan
mternal perbankan semakin kompleks, resiko kepiatan usaha perbankan kian beragam,
keadaan terscbut semakin meningkatkan kebutuhan akan prakiek tata kelola perusahaan
vang sehat Good Corporate Governance di hidang perbankan.’ Selain itu, penerapan
Crood Corporate Crovernance selain untuk meningkatkan daya saing Bank o sendir,
juza untuk lebih memberikan perlindunpan kepada masyarakat.”

Uniek mewujudkan penempan primsip Good Corporate (rovernanee pada sekior
perbankan di Indonesia, Bank Indonesia sebapai Bank Sentral mengeluarkan kebijakan
dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia tentang pencrapan prinsip Good Corporate
Ciovernance Pada Bank Umum . Adapun Peraturin Bank Indonesia wang memuat
prinsip {mood Comporarte Covermance terselnd diantaraova; Perfama, Peraniran Bank
Indonesia No. 5/25/PBL2003 Tentang Penilatan Kemampuan dan Kepatutan (7 and
Froper Test), dimana calon dircksi dan komisans Bank harus memenuli kompetensi
tertentu untuk menjadi pengures Bank. Adanva persyaratim yvang ferpering intuk calon
Drireksi dan Komisaris ini dapat menjadikan terpilihnye  pengurus Bank vang

independen serta memiliki kemampuan di bidangmya. Dengan demikian peraturan ini

' Indm Swrva dan fvan  Yusivandana, “Penerapan Good  Corporare  Govermance ™
Mengenyampingkan Hak-Hak Isiimewa Demi Kelanezenpan Usaba™ Jakorta: Bencana Prenoda
Mesdia Growp, 2006, b, 114,
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dapat mencepal penyalahgunaan wewenang pemepang saham  mayoritas  unfuk
menunjuk direksi dan komisams yang tidak independen”’ Kedws, Peraturan Bank
lndonesta No, S/8/PEL2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bag Bank Umum,
yang ditndaklanjuti dengan diterbitkannya SE No. 521/DPNP tanggal 29 Seplesaber
2003, PBI mi mewajibkan Bank untuk menetapkan wnpmmyg jawab dan wewenang
vang jelas pada setap jenjang jabatan yang terkait dengmn pencripan manajemen
resiko.® Ketlee, Peraturan Bank Indonesia No, 8/14/PBL2006 Tentang Perubahan Aras
Peraturan Bank Indomesia No. 3/PBL2006 Tentang Pelaksanam Good Corporate
Governemee Bag Bank Umum. Dan Aeempar Peraturan  Bank Indonesia No.
LI/L/PBY2HEY Tentang Bank Umum yang mencabut Peraturan Bank Indonesia No.
2LHPBI mengatur tentang kriteria vang wajib dipenuhi oleh calon Direksi dan
Komisaris Bank sevta batasan trmsaksi yang diperbolehkan dan dilarane dilaknkan oleh
pengurus Bank. Khusus pada FBI Mo, BM4/PBL2006 jo. PRI No. B14/PRI2008
keharusm untuk menerapkan pnnsip Good Carparate Goverance diatur dalam pasal 2
ayat | yang berbunyvi:

“Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam
sctiap setiap kegiatan usahanya pads seluruh tingkat atau jenjang organizasi”.

sehubungan  denpmn cksstensi  Peraturan Bank  Indonesia  diatas, Bank
Pembanpunan Dacrah Swumatera Barat vang didirikan berdasarkan Undang-Undang
Mo.13 Tahun 1962 juga mulai menerapkan prinsip Good corporaie Governance. Hal ini
terlihat dari kenyataan sehagai berkut Pertamea, beralihnya status hukum Bank Nagari
dari Perusahaan Dacrah menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 25 Januvari 2007,

Status hukum Perseroan Terbatas ind sesuan dengan apa yvang dimaksod dalam Undang-

*rhid W 1IT.
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Lindang No. 40 tahun 2007 Teniang Perseroan Terbatas. Adapun yang dimaksud dengan
Perscroan Terbatas vaitu;

“Badan hukum yang merspakan persekutuan modal, didirikan berdazarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usahs dengan modal dasar yang selurulmya terbapm
dalam salwn dan memenithi persveratan yang ditetapken dalam Undang-Undang ini
serta pereturan pelaksanaannya”,

Peralhan status ini dikeatkan dengan payung hukum bervps Peraturen Dacrah
Sumatera Barat Wo. 3 Tahun 2006 dan disalikan melalin Akta Pendinan Perscroan PT.
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Mo, | fanggal 1 Febroan 2007 oleh Notans
H. Hendri Final, S.H.” Adapun fujuan dari perubahan status hukum ini vailu untuk
meninekatkan kinerja dan daya saing Bank ”

Kedng, adanya tindakan pembenahan mimajemen perusahaan melahn proses
restruktumsasi dan revitalisasi denpan menerapkan prnsip-priosip penilaian kemampun
dan kepnnuan (i ard Proper Test) terhadap organ perusabaan perbankan (Direksi dan
Komisans Bak). Dan yang &elips, adanya peraturan interen Bank berupa Keputusan
Diireksi PT. Bank Pembanguman Daersh Sumatera Bamat No. SKAO23DIRA04-7008
Tentang Kebijakan Umum Good Corporare (fovernance yang ditetapkan pada langeal
15 April 2008,

Eeberadpan peraturan ini memberikan isvarat babwa PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Barat felah siap untuk mencrapkan prinsip Good Corporode
Croverngnce pada semua jenjang orgamisasinya, termasuk pada Kantor Cebang Bank,
Pada Kantor Cabang Bank, pelaksanaan prinsip (ood Corporate Governance dipimpin

oleh seorang Pemimpin Kantor Cabang sebagai pejabat cksekunf Bank. Hal ini dapat

7 Berdasarkan data-duta yang diperoleh sedama pemditian,
* Peratursn Daerah Sumaters Barat No. 3 Tahun 20606 Tertany “Peruabahan Benrk Badm Hadem
BP0 dari Parushaan [P0 Menfodi Perseroas Terforas (8707 Posaf 2 Flumul A
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kita pahami secara implisit dan pasal 1| anpka 7 Peraturan Bank indonesis Mo,
B/4/PBI200 Tentang Pernbahan Atas Peraturan Bank Indonesia Mo, BA4/PBRLZ2006
Tentang Pelaksanasn Good Corporale Governanee Bagi Bank Umoum vang berbuny |

“Pejabar Fksekutif adalah pejabat yang bertangpung jawab lanpsung kepada
direksi atan mempunyvai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional persahaan aean
Rank, antara Jain pemimpin kantor cabang dan satwan kega intern™,

Schapai pejabar eksekunf, pemimpin kantor cabang Bank mempunvai tugas dan
tangeung jawab yang berhubmgan lamgsung dengan kebijakan dan operasional Bank
Untuk it pemimpin kantor cabang bank harus memperhatikan pringip (70¢7 secara
menyelumh agar ketentuan-ketentuan yang telah ditetaphkan oleh Bank tercapai,

Akan tetapi, Tugas dan fangpung jawab pemimpin kentor cabang Bank i tidak
diatur secam kbusus dalam Peratiran Bank Indomesia vang berleaitan dengan pencrapan
prinsip Good Corporade Governance melaimkan diatur secara tersendin sesual dengan
kebijakan mternal Bank. Penpaturan sccara mtemal ini tetap memperhatikan prinsip-
prinsip vang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia berkenasan dengan Kinerja
Direksi, Mal ini berlaku karesa pada dasamya pemimpin kamtor cabemg Bank
renipaken perpanjangan angan dad Direks

Berdasarkan wmmian di afas penulis mengkapi lebih jauh tentang tupas dan
tanppung jawab pemimpin kanior cabang Bank sebagal pejabat eksekutif dalam
menerapkan prinsip Crood Corporate Governance, karem dan uraian di atas jelas bahwa
tugas dan fangnmg jawab pemimpn kKanfor cabang Bank schagni pejabat eksekunf
belum distur sccara jelas dalom Pamhmsm Bank Indoncsia Moo &/14/PBL2006 jo
Peraturan Bank Indonesia No. 84/PBL2006, spakah mgas dan tanggung jawab yang

dimaksud sama denpan tugas dan tangpung jawab Direks: sebagaimana yvang telah



dutetapkan, dan permasalaban i penulis tuangkan dalem  skripsi dengan judwd
“TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN KANTOR CABANG BANK
SEBAGAI PEJABAT EKSEKUTIF DALAM MENERAPKAN PRINSIP TATA
KELOLA PERUSAHAAN YANG BATK (GO0OD CORPORATE GOVERNANCE)
(STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMBAR CAHBANG
LUBUK SIKAPING)“.

B. Humusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikemukaken dalam penulisan skripsi ini yaitw

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip (iood Corporate Governonee pada PT.
Bank Pembangunan Daerah Sumaters Barat Cabang Lubuk Sikaping?

2. Apa saja ogas dan anggung jawab pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping sebapd pejabat ekselatif dalam
mencrmpkan prinsip Crond Corporare CGovernanoe 7

. Tujuan Peneditian

1. Untuk mengetalun bentuk penerapan prinsip Cood Corporate Crovernanee pada
I'T. Bank Pesnbamgunan Dagrah Sumatera Barat Cabane Lubuk Sikaping,

2. Unfuk mengetahni tugas den tanggung jawab pemimpin PT, Bank Pembangunan
Craerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping scbagai pejabat cksekutif dalam
menerapkan prinsip Good Corporate Governance,

. Manfaat Penelitian
| Manfasl secara (eontis
I} Melanh kemampuan untuk melakuRan peneliian  secars ilmish dan

menmuskan hasil-hasil penelitian tersebot kedalam bentuk tulisan.



BAB IV

PENUTUF

A. Kesimpulan

Dari vratan vang telah disampaikan, maka penulis dapat menyimpulken

J:

I~

Pelaksanaan poinsip Crood Corporate Governgnce pada PT. BPD Cabang Lubuk
Sikaping difakukan secara mtern dan ekslern Secarn intern peluksanaan GOG
terlthat dari tugas dan tanggung jawab masing-masing organ vang diatur dalam
SE Direksi BPD  Nomor. SE/OO09DIEA-2006 feranggal 19 Janoan 2006
Tentang Struktur Orgamisast Cabang ©. Dimana pads dasamya tugas dan
Tanggung Jawab struktur vang diatur dalam SKE Dircksi ini telah mengandung
prinsip Good Corporare Coversance.

Sedangkan secara ekstern, pelaksanaan prinsip (O terlibat dan layznan vang
diberikan kepada nasabah batk berupa keterbukazn informasi akan produk bank
maupun dalam hal perhindungan nasabah. Pelaksanaan pinsip GOG i diawas
pleh Pemimpin Kantor Cabang Bank sebagai pejabat eksekuti £

Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin Kantor Cabang Bank sebagal Pejabat
Eksekutif dalam mencrapkan prinsip Good Corperare Oovernance  diatur
melalui kebijakan intern Bank Berupa SE. Thireks BPD Nomaor, SKAODTITRAT-
2006 tertiznpgal 19 Januar 2006 Tentang Struktur Organisasi Cabang C. Tuegas
dan tanggung jawabnya int pada hakikatya sama dengan tugas dan tangpung
jawab yang dibenkan kepada Dircksi dalam PBI Moo 8/4/PBL2006. Hal i
terjadi karena pada dasarmys Pejabat Ekselkutif Bank merupakan perpanjangan

tangan dari Direksi {berlaku asas hukum Lex Speciale Devogat Legr Generale).

B. Saran
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